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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR /0 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 ’f;ntang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pengaturan
kembali Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah,;

bahwa tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan
oleh pemerintah daerah merupakan salah satu objek
Retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Nomor 2828,

tentang
Negara
Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Ka
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4349);

tentan g
bupaten
Negara

154,
Indonesia
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10.

tcntﬂﬂg
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 chublik

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara bahan
[Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125 Tam4437];
Lembaran Negara Republik Indonesia Nozmo: rakhir
sebagaimana telah beberapa kali diubah 1€ 2008
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahunu (;{ang
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang- ncrah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da 008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun blik
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rept!

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntz’-;ng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat ¢ la?c
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daeraha(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang nesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Necgera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 te
Pedoman Pecmbinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N
Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4503);

ntang
Pengawasan
(Lembaran
omor 125’

Indonesig

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pe
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pem
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Ne ara .

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82%, Ta}igEUbhk
Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 473,‘;‘)}16111

7 tentang
merintah,
erintahan
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ahun

UL Peraturay Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T

y : an
2006 tentang  Pedoman  Pengelolann Kcu{g.ll%an
l)uornh._ Sebhagnimana telah diubah dengan Pcr(-lntang
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tc >

: . .geri
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  NCB

. > . aan
I\innmr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelol
Kevanga Dacrah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

f'
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

P2

w

Daerah adalah Kabupaten Lebong.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Bupati adalah Bupati Lebong.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribysj
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang  tidak
melakukan wusaha yang meliputi  perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara IBUMN)
atau badan usaha milik daerah (BUM_D) dengan nama dan da.lan-;
bentuk apa pun, firma, kongsi,' lcopcrasl. dana pensiun, persekutuan
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosia] politik,
atau organisasi lainnya, Icmb;.}ga dan bentuk badan leing ’
termasuk kontrak investasi kolektil dan bentuk usahg tetap, ya
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10.
11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

Retribusi  Daergp
¥

& : ‘ : lah
pungutan Daergh scgjns Sclanjutnya  discbut Rctrlbust;, -i:gaizin

disediakan dan/atau diberikan
€pentingan orang pribadi atau Badan.

Pemerintah Daergp, untuk K

Jilsaarq;\:;:lah kegiatan Pemerintah  Daerah berupa usaha dan
f;im)wt'x a yan.g menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
Ya yang dapat dinikmatj oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usahg adalah
dengan menganyt
dapat pula disediak

j."‘s"‘. Yang disediakan olch Pemerintah Dacraz
PrINSIp-prinsip komersial karena pada dasarny
an oleh sektor swasta,

Tempal Rekreasi ada]

ah tempat isediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk bermain Pal yang disediaka

Tempat Olah Raga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah
Daecrah untuk berolah raga.

Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah fasilitd§ rekreasi dan olah

raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
termasulk fasilitas penunjangnya;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah. surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disinglkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribus; yarig
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi kareng, jumlah
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atay
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerabh, yang selanjl'.ltnyla disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusj dan/atay sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
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iksaan ad
19. Pemerl adalah , : :
mengolah data, kcteraSCrdngkalan kegiatan menghimpU

secara objektif da NBan, dan/atau bukti yang dilal-csélﬂ*?ﬂ"an
pemcriksaan Untukn pr0f9§ir)na| berdasarkan suatu sta_r-ldar
perpajakan daerah d mengw‘ kepatuhan pemenuhan kewajiban
rangka mclaksanak;: Tetrlbusi dan/atau untuk tujuan lain da]ﬁ;"g
< N Kctentua ang-undang
perpajakan daerah dan Retribus; Sacr;:rl:]aturan perundang

n dan

20. Penyidikan tmda}f pidana dj bidang perpajakan daerah dan Retribusi
adalah .scrangkalan tindakan yang diIakJukan oleh Penyidik un
mencari serta mengumpulkan buktj yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi
atas pelayanan tempat rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi tempat rckreasi dan olahraga adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan /atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :

. Sarana tempat rekreasi dan pariwisata;

. Peniggunaan Usaha Jasa Wisata;

Kendaraan masuk di kawasan wisata;

. Penggunaan atau pemakaian Lapangan Sepak Bola;

. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tenis;
Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton/takraw;

Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Voli/ Basket.

@ mo A0 o

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,

BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 4

Subjek  Retribusi adalah orang pribadi  atau  badan yang
m_enggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jaga
saha,
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EARA i BAB 111
NGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal ¢
ringkat pengeunaan jasa

Sa diukur pe
waktu penggunaan fasilitas

rdasarkan frekuensi, jenis dan jangka
tempat

rekreasi dan olah raga.

BAB [V
PRINSIP Y%li(:‘ IE);IANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
ESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

() Prinsip dan sasaran dalam

' X . penctapan besarnya tarif Retribusi
didasarkan pada tujuan untuk

nemperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hagga pasar.

Pasal 8

struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Paasal
3 Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

ersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Dokumen lain yang dip kupon, dan kartu langganan,

(1) dapat berupa karcis,

1 Retribusi tertentu tidak membayz_u- tepat pada
8) Dalam hal Wajlll:urang membayar, dikenakan sanksi administratif
besar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

waktunya atau
berupa bunga s€
yang terutang yang
menggunakan STRD.
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" Penagihan Retribyg; erutang gol,
scba

Sidahnlni dcngan Sll!‘ﬂl'l‘cgm-an Baimana dimaksud pada ayat (3)
Ketentuan lebih |an:
) ! n | ANJUL Mmenpenad
Retribusi diatur dep : .Tng“ ala cara pelaksanaan pemungutan
Ban Peraturap Bupati
BAB vI

TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Retribusi terutang harus dibayar sckaligus
) 1 o
(2) Sizr;glltlilgilrtite'lsrllg harus dilunas; paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
annya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Bupati atas pPermohonan W
persyaratan yang ditentuk
Wajib Retribusi

Retribusi, dengan

ajib  Retribusi  setelah memenuhi
an dapal memberikan persctujuan kepada
untuk mengangsur atau menunda pembayaran
dikenakan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, angsuran, dan

penundaan pembayaran Relribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEBERATAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas. '

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan., kecuali jika Wajib Retribus;i
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak mcngndq kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Su;?;“}{i&;):ratén %itcrima harus memberi keputusan atas keberatin
vang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan_
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(2] Ketentuan sel
memberilkan
keberat

Agaimang
. A dimgg,
l‘“'Imsminn | taksug Pada ayat (1) adalah untuk

anyangdiﬂiukun hm}"““" bagi - Wajily Retribusi, bahwa

Uy (“h('l']l l¢ - :
. g ‘Pulusnn oleh Bupati,
@) Keputusan  Bupy; ! p

alag s ,
scluruhnya atay St‘-hnpi:, keberata dapat  berupa mencrima
RCtl'lbUSl y‘dng tCl'thanE >N, n](}[]l)lllk, alau menambah hesarnya

2.

() Apabila jangka
lewat dan By
diajukan ters

vaklu ge
Patl tidak

bagaimang dimaksud pada ayat (1) telab
ebut diﬂl‘lgga

1cn?bcri Suatu keputusan, keberatan yang
P dikabulkan.

Pasal 15

(1] iS;SbiEZ?1gaJual]b keberatan dikabulkan scbagian atau seluruhnya,
imbalan b Pembdayaran  Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbale unga sebesar 2, (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan. .

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud_pada ayat (2) dan ayat
(3) telah dilampaui dan Bupati tid'ak r_ncm})cnkan suatu keputusan,
permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan,

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi scbagalman'a dlmgksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly utang
Retribusi tersebut.

5 - i bayaran Retribusi sebagpaj

o} P lian kelebihan pembay _ bagaimana

(5) d?r?lgi?fg ;)ada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama o
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

) i : bayaran Retribusi dilgk Kk

6 balian kelebihan pem| . . .

6) iél::1ahpei%ve;? 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan Buns
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.
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(7 Ketentuan lebih lanjuy men

I e ' ' H :
pembayaran Retribyy FeEnai tata oprg pengembalian kelebihan

fre) , :
dengan Peraturan Bupatj ngnimang dimakasud pada ayat (1) diatur

BAB 1x

KEDALUWARBA PENAGIHAN

Pasal 17

Hak untuk ] y )

(1) cerelah mol::mly!‘l:;-ilkrll1 Ppr:nnwh;m Retribusi menjadi kedaluwarsa
et e AUl wakiu 3 (1ig. b ink saat
terutangnya Retribusi, ke > Uiga) tahun terhitung seja

e L i iika Waii o H i dak
pidana di bidang Retribyyyi 'ali jika Wajib Retribusi melakukan tin

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi

(1) tertangguh jika;
a. diterbitkan Surat Teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat

y atau
bh. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung,

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran scbagair’r;e’ma dimaksud pada

ayat (2) hurufl a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran terscbut,

(¢) Pengzkuan utang Retribusi sccara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih  mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5] Pengzkuan utang Retribusi sccara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permchonan  angsuran  atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan olech Wajib Retribusi.

Pasal 18

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi. karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

) i > 3¢ Piutang Retribusi yan
(2] Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan yang
SU(F;H kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

; , . . i hapusan piut
(3] Wete ih lanjut mengenal Fata cara penghap piutang
) gz:?ir}])ﬁfinyalsz sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

GURANGAN

RIAN KERINGANAN, PEN '
PEMBEDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

ib Retribusi tertentu dapat diberikan keringanan,

(1) Terhadap wajdan pembebasan Retribusi.

pengurangan,
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2) Pemberian Kcringa i
dengan melihat ke CNRurangan Retribusi dapat diberikan

Wajib Retribusi,

() Pembebasan Retp

e busi : .
Retribusi, dapat diberikan dengan melihat fungsi objek

4) RKetentuan lebih 14, '
( pengurangan, dan pcnﬂfuﬁ mengenai  pemberian  keringanas,
Bupati. cbasan Retribusi diatur dengan Peraturan

BAB X1
PEMERIKSAAN

Pasal 20

() Ecupﬁtllmq:cmrcnang melakukan  pemeriksaan untuk ~ menguji
pe an pemenuhan kcwa_jiban Retribusi Daerah dalam rangka

melaksanakan peraturan
ibusi “1 Perundang- ‘ erah
dan Retribusi, perundang-undangan perpajakan da

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: ~

a.  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen  yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaks.ud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pe; i Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Dif:?aa}f dl:i)ggfiwyi;wening khusus sebagal .PCH).fldlk untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimang

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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dik . |
(2) gzrg?;\lv;i nggsj}g:ilgﬂa?;t dimaksyq pada ayat (1) adalah pe_]a::é
diangkat oleh Pejabat entu di lingkungan Pemerintah Dacrah ¥

. uarl
peraturan pcrundang-un)éiiggagcmenang sesuai dengan ketent

Wewenang Penyidik sepq .. _ -

(3) a. menerima, menca:}gdlmana dimaksud paca ayat (1) adalah: o
atau laporan p b me“g’dmpulkan, dan meneliti keterang

¢rkenaan  dengan  (indak pidana di bidang

Retribusi Daerap, a :adi
lebih lengkap danjgfl;;(etera”gan atau laporan tersebut menj

b. menehtl,_mepcari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

g??{g kpnbadl atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
tlakukan Sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Dael:rah;

I dan bahan bukti dari orang pribadi atau

gan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

d. memeriksa buky, ¢

tindak pidana dj bidang Retribusi Daerah;

e. ~melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dap dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukt; tersebut; '

f, meminta baptuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dj bidang Retribusi Daerah;

8. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan —atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

j» menghentikan penyidikan; dan/atau :

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polis; Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

() Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancan? pidana kurungan paling lamg
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling ba_nyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

nNegara.

Dipindai dengan CamScanner



BAB xv
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
2>
pada sa:t ;Sia‘tqull”a%i daerah ini berlaku, Peraturan daerah Kabupaten
LebO“g o1 ahun 200s tentang Retribusi Tempat Reer‘c'iSi dan

olah Raga (Lctmbaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 21)
dicabut dan dinyatakan tidajc berlaky

Pasal 25

~ peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pcngundangan
peraturan Dacrah ini dengan peneémpatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan Ai Tubei
Pada tanggal 9-/0-2012

7 BUPATI LEBONG
/ % 0y. )
D

{ H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal O-10- 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR ...... :

PEMERINTAH KABUPATEN LERONG

SACHI DA

NELAAK PRODUR HU'[(UM

(\k " }EABUPATEN LEBONG
| D

. m—
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BAB Xv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan dacrgh
Lebong Nomor 21 Tahun 200
Olah Raga (Lembaran Dge
dicabut dan dinyatakan tid

ini berlaku, Peraturan dacrah Kabupaten
S tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
rah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 21)
ak berlaku,

Pasal 25

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daecrah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan ~di Tubei
Pada tanggal 9-/0-2012

BUPATI L

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 9-/0- 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR ..... ie

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran Peraturan Daecra
Nomor
Tanggal '

h Kabupaten Lebong
. 10 Tahun 2012
. &y-(D- 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi
No JENIS PELAYANAN DEWASA ANAK-ANAK
1. [TEMPAT REKREAS] i
a. Air Putih Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- Jorang,
b. Danau Picung Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- [orang
C. Pulau Harapan (Danau Tes) Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- forang
d. Air Terjun Embong Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- /orang
e. Air terjun Paliak Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- /orang
f. Lobang Kaca Mata Rp. 2.000,-/orang__| Rp. 1.000,- forang |
2. [USAHA JASA WISATA
a. Kereta air/Speed boat Rp. 10.000,-/orang+ Rp. 5.000,- /orang
3. KENDARAAN MASUK KAWASAN
WISATA
a. Kendaraan bermotor beroda Rp. 5.000,-
lebih dari 4
b. Kendaraan bermotor beroda 4 Rp. 2.000,-
Kendaraan bermotor beroda 2 | Rp. 1.000,-
B. Tarif Retribusi Tempat Olahraga
No JENIS PELAYANAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT OLAHRAGA
1. | Lapangan Tenis
- Pukul 06.00-12.00 WIB Rp. 5.000,-/jam/lapangan
- Pukul 12.00-16.00 WIB Rp. 6.000,-/jam/lapangan
- Pukul 16.00-18.00 WIB Rp. 7.000,-/jam/lapangan
- Pulkul 18.00-24.00 WIB Rp. 8.000,- /jam/lapangan
2. Lapangan Badminton/Takraw
- Pukul 06.00-12.00 WIB Rp.2.500,-/jam/lapangan
- Pukul 12.00-16.00 WIB Rp.3.000,-/jam/lapangan
- Pukul 16.00-18.00 WIB Rp.4.000,-/jam/lapangan
- Pukul 18.00-24.00 WIB Rp.5.000,-/jam/lapangan
3. Lapangan Voli/Lapangan Basket
- Pukul 06.00-12.00 WIB Rp.12. 000, /jam/lapangan
- Pukul 12.00-16.00 WIB Rp.12. 500,/jam/lapangan
- Pukul 16.00-18.00 WIB Rp.15, 000,/jam/lapangan
4. | Lapangan Sepak Bola

- Pukul 06.00-12.00 WIB
- Pukul 12.00-16.00 WIB

Rp.50. 000,-/kali main
Rp.50. 000,- /kali main

- Pukul 16.00-18.00 WIB

Rp.50. 000,- /kali main

T PENERINTAA KABUPATEN LEBONG

BACIAN BURUN DA HERASAAADAERAK

PENELALH PRODUK HUKGH
Hf CRLpLTENLERONG | T

7\ BUPATI LEBONG
o) .
/e X
R
qf H. ROSJONSYAH
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Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Le

No

Tanggal

bong

O Tahun 2012

RETRI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
BUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Tarif Retribusi Tempat Rekreasj

| No JENIS PELAYANAN DEWASA ANAK-ANAK
| 1. TEMPAT REKREAS]
| a. Air Putih - /forang
| , Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- /0
1 li') Danau Picun Rp. 2.000,—/orang Rp, 1.000,- /orang
- § SYau Harapan (Danau Tes) | Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- /orang
(8 Alr Terjun Embong Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- /orang
1 5 in;aterjuln Paliak Rp. 2.000,-/orang | Rp. 1.000,- /orang
f. _Lobang Kaca Mata Rp. - Rp. 1.000,- /orang
2. USAHA JASA WISATA R
1‘ |E Kereta air/Speed boat Rp. 10.000,-/orar® | Rp. 5.000,- /orang
3. KENDARAAN MASUK KAWASAN
\ l'\.VIS:'-\TA
| a. Kendaraan bermotor beroda Rp. 5.000,-
L lebih dari 4
b. Kendaraan bermotor beroda 4 Rp. 2.000,-
c. Kendaraan bermotor beroda 2 Rp. 1.000,-

B. Tarif Retribusi Tempat Olahraga

' No | JENIS PELAYANAN

TARIF RETRIBUSI

‘ TEMPAT OLAHRAGA

1 Lapangan Tenis

- Pukul 06.00-12.00 WIB
- Pukul 12.00-16.00 WIB
- Pukul 16.00-18.00 WIB
- Pukul 18.00-24.00 WIB

Rp. 5.000,-/jam/lapangan
Rp. 6.000,-/jam/lapangan
Rp. 7.000,-/jam/lapangan
Rp. 8.000,- /jam/lapangan

2. | Lapangan Badminton/Takraw
- Pukul 06.00-12.00 WIB
- Pukul 12.00-16.00 WIB
- Pukul 16.00-18.00 WIB
- Pukul 18.00-24.00 WIB

Rp.2.500,-/jam/lapangan
Rp.3.000,-/jam/lapangan
Rp.4.000,-/jam/lapangan
Rp.5.000,-/jam /lapangan

3. | Lapangan Voli/Lapangan Basket
- Pukul 06.00-12.00 WIB
- Pukul 12.00-16.00 WIB
- Pukul 16.00-18.00 WIB

Rp.12. 000,/jam/lapangan
Rp.12. 500,/jam/lapangan
Rp.15. 000,/jam/lapangan

4. | Lapangan Sepak Bola

- Pukul 06.00-12.00 WIB
- Pukul 12.00-16.00 WIB
- Pukul 16.00-18.00 WIB

Rp.50. 000,-/kali main
Rp.50. 000,- /kali main

Rp.50. 000,- /kali main

—~— |
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